
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi 
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6490); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6856); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lem baran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 1781); 

6. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor 13); 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (7) 
Peraturan Pemerintah Nornor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 157 ayat (7) 
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Angaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah; 

BUPATI BUTON UTARA, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA 
NOMOR I 3 TAHUN 2024 

TENT ANG 
TATA CARA PERGESERAN ANOOARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

PATI BUTON UTARA 
ISULAWESITENGGARA 

.. 

..... 

• 



Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1 . Daerah adalah Kabupaten Buton Utara. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh pemerintah daerah Kabupaten Buton 
Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daera.b Kabupaten 
Buton Utara menurut asas otonomi dan tugas 
pemba.ntuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang­ 
Undang Dasar Negara Republik [ndonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

4. Kepala Daerah adalah Bupati Buton Utara. 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalab lembaga perwakilan rakyat 
daerah Kabupaten Buton Utara yang berkedudukan 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, 

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 
Buton Utara. 

7. Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerin tab 
Kabupaten Buton Utara yang dipimpin oleh Sekretaris 
Daerah yang berada chbawah dan bertanggung jawab 
kepada Bupati. 

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 
tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 

9. Tim Anggaran Pemerintab Daerah yang selanjutnya 
disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan 
dan melaksanakan kebijakan Bupati dalarn raogka 
penyusunan APBD. 

10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKPD adalah unsur perangkat Daerah pada 
Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan 
Pemerintahan. 

1 1 . Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang 
selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang 
Urusan Pemerinta.han pada Pemerintah Daerah yang 
melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah. 

12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 
disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai 
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak 
sebagai bendahara umum Daerah. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATl TENTANG TATA CARA PERGESERAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEL.ANJA DAERAH 

MEMUTUSKAN: 
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(I) Pergeseran anggaran terdiri atas: 
a. pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan 

APBD; dan 
b. pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan 

peru bahan APBD. 
(2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf (a) meliputi: 
a. pergeseran antar organisasi; 
b. pergeseran antar unit organisasi; 
c. pergeseran antar program; 
d. pergeseran antar kegiatan, 
e. pergeseran antar sub kegiatan; 
f. pergeseran antar kelompok; dan 
g. pergeseran antar jenis. 

(3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (IJ hurufh dapat dilakukan antar belanja dalam sub 
kegiatan yang sama, meliputi: 
a. pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja 

yang sama atas persetujuan sekretaris daerah; 
b. pergeseran antar rincian objek belanja dalam objek 

belanja yang sama atas persetujuan PPKD; 

BAB ll 
JENIS PERGESERAN ANGGARAN 

Pasal 3 

Pasal 2 
Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi SK.PD agar tata 
laksana pergeseran anggaran berjalan secara tertib dan 
efektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 
BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas 
sebagai BUD. 

14. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 
Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah 
dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja 
SK.PD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, 
belanja dan pernbiayaan SKPD yang melaksanakan 
fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar penyusunan 
rancangan APBD. 

15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SK.PD yang selanjutnya 
disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat 
pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang 
memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD 
yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai 
dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. 

16. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang 
selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang 
memuat perubahan pendapatan dan belanja SKPD atau 
dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja 
dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi BUD 
yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan peru bahan 
anggaran oleh pengguna anggaran. 

.. 
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Pasal 7 
(1) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan 

APBD mengiku ti ketentuan jadwal dan mekanisme 
perubahan APBD. 

(2) Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang 
menyebabkan perubahan APBD dilakukan sebelum 
perubahan APBD melalui Perubahan Peraturan Bupati 
tentang Penjabaran APBD dan disampaikan kepada 
pimpinan DPRD. 

BAB TV 
PERGESERAN ANGGARAN YANG MENYEBABKAN 

PERUBAHAN APBD 

Pasal 6 
( 1) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 tida.k merubah nilai pagu anggaran SKPD, 
program, kegiatan, sub kegiatan dan jenis belanja. 

(2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 tidak diperkenan untuk jenis belanja modal baik 
pada level objek belanja, rincian objek belanja, sub 
rincian objek belanja maupun uraian sub rincian objek 
beJanja. 

(3) Pergeseran anggaran dilakukan dengan menyusun 
perubahan DPA-SKPD, pergeseran anggaran kas dan 
penerbitan SPD. 

Pasaf 5 
( 1) Pergeseran anggaran sebelum perubahan APBD 

sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 4 huruf a ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati tanpa melakukan perubahan 
Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD. 

(2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (lj, 
ditampung dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan 
Penjabaran APBD dalam tahapan perubahan APBD. 

(3) Pergeseran anggaran setelah perubahan APBD 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b 
ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran. 

Pasal4 
Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan 
APBD dapat dilakukan: 
a. sebelum perubahan APBD; dan/atau 
b. setelah perubahan APBD. 

BAB Ill 
PERGESERAN ANGGARAN YANG TIDAK MENYEBABKAN 

PERUBAHAN APBD 

c. pergeseran an tar sub rincian objek belanja dalam 
rincian objek belanja yang sama atas persetujuan 
PPKD; dan 

d. perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub 
rincian objek belanja atas persetujuan Pengguna 
Anggaran. 
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Pasal IO 
( 1) Ruang lingkup verifikasi TAPD atas usulan pergeseran 

anggaran, meliputi: 
a. pemenuhan syarat pergeseran anggaran yang 

menyebabkan perubahan APBD atau tidak 
menyebabkan perubahan APBD; 

Pasal 9 
( l) Kepala SKPD mengaju kan surat permohonan pergeseran 

anggaran kepada Bupati u.p. Sekretaris Oaerah selaku 
ketua TAPD. 

(2) Surat permohonan sebagai.mana dimaksud pada ayat (I) 
memuat penjelasan dan alasan melakukan pergeseran 
anggaran dengan melampirkan: 
a. rincian pergeseran anggaran; 
b. rincian pergeseran anggaran kas; dan 
c. laporan realisasi anggaran; 

(3) Sekretaris Daerah meneruskan usulan pergeseran 
anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) kepada 
kepala SK.PKO untuk bahan telaah lebih lanjut dan 
pengadministrasian pada Sekretariat T APO. 

(4) Anggota TAPD dan Sekretariat TAPD menginventarisir 
dan melakukan verifikasi atas usulan pergeseran 
anggaran. 

(5) Dalam haJ pergeseran angga.ran yang menyebabkan 
perubahan APBD harus dilakukan karena perintah 
peraturan perundang-undangan, Sekretaris Daerah atas 
nama Bupati menerbitkan surat edaran. 

BABV 
MEKANISME PERGESERAN ANGGARAN 

Pasal 8 
( 1) Dalam hal pergeseran anggaran dilakukan sebelum 

peru bahan APBD, pergeseran / peru bahan anggaran 
ditampung dalam Peraturan Daerah tentang perubahan 
APBD melalui tahapan perubahan APBD. 

(2) Dalam hal pergeseran anggaran dilakukan setelah 
perubahan APBD, dilaporkan dalam Laporan Realisasi 
Anggaran. 

(3) Pergeseran anggaran dilakukan dengan menyusun 
perubahan DPA-SKPD, Perubahan Anggaran Kas serta 
penerbitan surat penyediaan dana. 

(3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
meliputi: 
a. adanya peraturan perundang-undangan atau 

perubahan perturan perundang-undangan yang 
menghendaki dilakukan penyesuian atas APBD yang 
telah ditetapkan; 

b. keadaan darurat dan/ atau mendesak yang 
kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah 
tentang APBD. 
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PasaJ 14 
( 1) Anggota TAPD Keuangan melakukan verifikasi atas 

inputan pergseran anggaran SKPD berdasarkan usulan 
yang yang telah disetujui. 

Pasal 13 
(1) Pemegang otoritas login SIPD TAPD Keuangan membuat 

jadwal pergeseran anggaran setelah usulan pergseran 
anggaran disetujui. 

(2) Pemegang otoritas login SIPD TAPD Bapeda mebuka 
akses sub kegiatan berdasarkan usulan SKPD yang telah 
disetujui. 

(3) Pemegang otoritas login SlPD TAPD Keuangan membuka 
akses rekening belanja berdasarkan usulan SKPD yang 
telah disetujui. 

(4) Proses input pergeseran anggaran dilakukan secara 
berjenjang sesuai otoritas pemegang login pada setiap 
SKPD pada tahapan Perubahan RKA SKPD. 

(5) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran wajib 
melakukan reviu dan evaluasi atas inputan pergeseran 
anggaran melalui otoritas validasi. 

( 1) SKPD dilarang melakukan penginputan pergeseran 
anggaran selain rincian usulan yang telah disetujui, 

(2) SKPD dilarang melakukan input.an pergeseran angaran 
atas rekening belanja yang telah terealisasi. 

BAB Vl 
TEKNIS INPUT PERGESERAN ANGGARAN MELALUl SIPD 

Pasal 12 

Pasal 11 
( 1) Oalam hal pembahasan bersarna sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 10 ayat (3) disetujui, TAPD menyusun 
rancangan Keputusan Bupati tentang pergeseran 
anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD. 

(2) Dalam hal pembahasan bersama sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 10 ayat (3) disetujui at.as usulan pergeseran 
anggaran yang menyebabkan perubahan APBD, TAPD 
menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang 
Perubahan Penjabaran APBD. 

karakteristik level rekening belanja sesuai ketentuan 
b. untuk menentukan pejabat yang berwenang 

menyetujui usulan pergeseran anggaran; 
c. pagu anggaran dan realisasi pergeseran anggaran 

yang diusulkan; . . 
d. relevansi rekening belanja dan mdikator ouput sub 

kegiatan; dan . 
e. ketersediaan standar satuan harga barang dan jasa. 

(2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaporkan kepada Ketua TAPD untuk pembahasan 
bersama dengan kepala SK.PD terkait. 

(3) Hasil pembahasan bersarna se?agaimana dimaksud pada 
ayat (2) dituangkan dalam benta acara, 
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BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2024 NOMOR 

MUHAMMAD HARDHY MUSLlM 

Diundangkan di Buranga 
pada tanggaJ 5 ~ 8 - 2024 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BUTON UTARA 1 

Br;TON UTARA, 

MUHAMMAD RIDWAN ZAKARIAH 

. nbaran ~~~Al.-' d e./cb ___ ....... L...l 

PARAF KOORDlNASI 

Ditetapkan di Buranga 
pada tanggal 5-8 - 2024 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan pcnempatannya 
dalarn Serita Daerah Kabupaten Buton Utara. 

Pasal 16 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
d1undangkan. 

Pasal 15 
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku. Peraturan 
Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pergeseran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah Kabupaten Buton 
Utara (Serita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2018 
Nomor 25), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

BAB VII 
KETENTU AN PENUTU P 

(2) Pemegang otoritas login SIPD TAPD Keuangan menutup 
jadwal input pergeseran anggaran setelah proses input. 
proses validasi dan proses verifikasi inputan selesai dan 
telah sesuai dengan usulan yang disetujui. 

(3) Pemegang otoritas logm SlPD TAPD Keuangan membuat 
jadwal penatapan dan penguncian jadwal penetapan 
Pergseran APBD. 
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Nama . 
Pangkat/Golongan 
NIP . 

Nama Jabatan . 

Demikian, untuk meruadi bahan pertimbangan, atas perhatiannya diucapkan terimaksih. 

Dengan ini mengajukan usulan pergeseran anggaran yane tidak menyebakan perubahan 
APBO sebagaimana terlampir, dengan alasan sebaga, berikut: 
1 . 
2 . 
3. Ost 

Memperhatikan: 
1. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor .... Tahun .... Tentang Anggaran 

Pendapat.an dan BelanJa Daerah Kabupaten Suton Ut.ara Ta.hun Anggaran .... 
2. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor ... Tahun .... Tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Yahun Anggaran ..... 
3. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor ... Tahun ... Tentang Tatacara Pergeseran 

Anggaran Pendapatan dan BelanJa Oaerah; 
4. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor ... Tahun Tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja . 
5. Dokumen Pelalcsanaan Anggaran Dmas/Badan/Kantor . 

Yth. Bupati Buton Utara 
Cq. Sekretaris Oaerah 
di 
Buranga 

: Usulan Pergeserana Anggaran 
. ······························ 
................ 4 . 

........................................ Nomor 
Si fat 
Lampiran 
Hal 

Tempat, Tanual, Bulan dan Tahun 

PEMERINT AH DAERAH BUTON UT ARA 
.............. n (NAMA DINAS/BADAN/KANTOR) -·--··m---• 
n. ········ ············································· 

BURANGA 

LAMP IRAN 
PERATURAN BUPATI BUTON UTARA 
NOMOR / _3 TAHUN 2024 
TENT ANG 
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
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Temp.at., hngal. Bulan dan tahun 

06ember 
November 
Oktober 
September 

Jull 
lunl 
Mel 
April 
Maret 
Februarf 
Januarl 

Sub Rincan Objek 
Belanja ........ 

Rintw1 Objri: 
Belanja ••• - ... 

Obielt 8elania ··-· 

leols Belanjil ...... 

Waktu ~lcsanun 

lokasl 
SumberOana 
SubKegjaan 

lumlah ... 

ScJb Rindan Objek 
B&nJ•-- 

Rindan ObJek 
Bel&njll . 

Oblek 8elanla ...... 

!Code 

Wllktu Pelaksanaan 
Keteranpn 

SUmber Dana - .,_, _ - ·--··-· .. ·-· 1------------t---------~ Lot.ul 
Kelua~n Sub Kemtan 

. x.n.xx. .. -- -, ,_ - . ScJbK~tan 

Hasll 
Krluaran Kelu<1ran 

Clpalan Program 
Masubn 
Capalan Program 

Ta'I« 
Kinerja 

lndikator 

: Rp. tTerbll.trc) 

: Rp ..... _ .. (Terbilan1I 

Anaunm Tahun n 

, IUDI.XX. - .. ~~- 
Anaoral'I Tll>un n·l 

• JI.JOUIJI--······-- .. ····· .. ·····----··-··-·-···-·--·-·-··--·---····· .. ------ .. •· 
'XJOUOI.-····-··· _., - ,_ .,_ • .,_.,_ •• ·---········ .. , 

: J(.JOl.l(lt --•••••••••••--•• --•• ••---•·---------•H•-•••H••••-•••••••••••••••••••••••-••••U-oo,,oHoOo 
· x --···---·· ·····-··-······ ······--··· 

;lUOUC(.. 
Sub Unit CHganlsasl 
Unit 
B1dan11 Urusan 

2. Matriks Usulan Pergeseran Anazaran 
Perpsen1n Renc:Ma K.erjll mn Anc:pnin 5mm1 ICefja ~ DNnth 

Tahun Anggaran .••. ,_ .. 
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LAPORAlf REALISASI AllGOARAll BBLA!IJA SUB KEGIATAll 

Urusan Pemerintahan . ····--···-······························································ 
Bidanz Urusan ; ········································································· 
Unit Oreanisasi .......................................................................... 
Sub Unit Orzanisasi ; ......................................................................... 

Uraiaa Reallaul AD(.Pr&D Belanja Sub Ke,Satan 

Ko4e Pro&fKe&f Sub Ke&JS.laaja P-CU a..u.ui Sba An----- An-- ·- 
... Ko4!.:.::· Prozram .... 
••• Kode •••• Keziatan ..... 
••• Kode •••• Sub Kematan •••.. 
... Kode .... Kelomnok Belania ..... 
... Kode .... Jenis Belania ...... 
... Kode. ... Obiek Belania ....... 
... Kode .... Rincian Objek Belania ...... 
... Kade .... Sub Rincian Obiek Belarria ...... 

Sub Ju.mlah 
•.. Kode .•.. Ost 

SubJumlah 
Jumlah 

Perayataan TIIJlUUDli1nfu! 
Saya selaku pengguna aJ1888ran Dinas/Barlan/Kantor ..................... 
Bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran informasi pagu anggarao dan reali.sasi belanja 
sub keziatan sebazaimana tabel di atas 

Tempat, Tanggal, Bulan clan Tahun 

Pengguna Anggaran 

..............•.. Nama .............. 

.•..............• NIP •. ·-············ 

C.ta1an 
lnfomlasl ll!lllsasi aN!nran van,r daanort.an an,aaJ l»ntr.ffl oeriode usuLan P«R~ armraran 

3. Format Laporan Realisasi Anggaran Belanja Sub Kegiatan 
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Sekretaris Daerah, 

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun 

Demikian untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. 

Menyetujui untuk dilakukan pergeseran anggaran sebelum perubahan APBD, 
sekaligus pergeseran anggaran kas DPA Perangkat Daerah sebagaimana terlampir. 

Sekretaris Daerah, Selaku Ketua TAPD c. Jabatan 

Berdasarkan hasiJ ,erifikasi Anggota dan Sekretariat Tim Anggaran 
Pemerintah Daerah (TAPD) atas usulan pergeseran anggaran perangkat daerah, yang 
bertanda tangan dibawah ini dalam jabatan sebagai berikut: 
a. Narna . 
b. NlP . 

SURAT PERSETUJ UAN 
NOMOR: . 

Pernerintah Kabupaten Buton Utara 
SEKRETARIAT DAERAH 

Jl. Kompleks Perkatoran Sara'ea, Telp: ... Kode Pos 93672 
BURANGA ---- 

5. Format Persetujuan usulan pergeseran anggaran 
a. Persetujuan Sekretaris Daerah 

a.1 Surat Persetujuan 

WWR mJA \lJUJlL.\SI l'Sl.U>i mcmRAS A..liCGAli~ PEIAi,WTD.UlAB 

t•~ er-,.,.. ..... lllllii l .... f ... ... 
._ ftl.\.V.U TID ..... 

llWI I ,.... .... t'sM ..... '* ...... '91.16a I Cnlll!la I I I l 4 I s \'lOIIIIW , ... ,.. lllllil laid ... ~' J 
[Amil , .......... ..... l llp'a ... T .. llltslls I 

illaAmlla ~- ~ .... ~Gt pa:;iGt ~ •r.. ~ ,_.,.. f ""'"C::. 
bm 

!Gi, ... Nll i.f-. Mlt.AS.X ils!t:J l'!tltN iilwM 111- r-- .... -1 ~r~ l , ... 1~· CM ~ 
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......................................................... 

Pejabat Pcngelola Keuangan Daerah, 

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun 

Dernikian unruk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. 

Menyetujui untuk dilak:ukan pergeseran anggaran sebelum perubahan APBD, 
sekaligus pergeseran anggaran kas DPA Perangkat Daerah sebagaimana terlampir, 

Berdasarkan has.ii \'erifilcasi Anggota dan Sekretariat Tim Anggaran 
Pemerin tab Dae rah (T APD) atas usuJan pergeseran anggaran perangkat daerah, yang 
bertanda tangan dibawah ini dalam jabatan sebagai berikut: 
d. Nama . 
e. NTP •.••...........•.....•.................. 
f. Jabatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 

SURATPERSETUJUAN 
NOMOR: . 

Pemerintah Kabupaten Buton Utara 
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 

JI. Kompleks Perkatoran Sara'ea, Telp: ... Kode Pos 93672 
BURANOA ----- 

b. Persetujuan PPKD 
b.1 Surat Persetujuan 

....., _ inllll,-l 
Ost 10U 

IIIIIA L!_·Y •.::....:;...:.ldll,ja.:...c..;.:.; --i'f_Br 

LY·HY~Bttllljl 
:nrrw .._ Ol,tta.;a 

a.2 Larnpiran Surat Persetujuan 
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Pejabal Pengelola Keuangan Daerah, 

Ternpat, Tanggal, Bulan dan Tahun 

Dernikian untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang beriaku, 

Menyetuju1 untuk dilakukan pergeseran anggaran sebelum perubahan APBD pada 
JeveJ uraian sub rincian objck belanja daJa.m sub rincian objek belanja yang sama, 
rincian objek belanja yang sama, objek belanja yang sarna, jenis belanja yang sama, 
kelompok belanja yang sama, sub kegiatan, kegiatan dan program yang sama, 
sebagaimana teriampir. 

Kepala SKPD . c. Jabatan 

Yang bertanda tangan dibawah ini daJam jabatan sebagru berikut: 
a. Nama . 
b. NIP . 

SURATPERSE1'UJUAN 
NOMOR: . 

Pernerintah Kabuparen Buton Utara 
BADAN KEUANOAN DAN ASET DAERAH 

Jl. Kompleks Perkatoran Sara'ea, Telp: ... Kode Pos 93672 
BU RA NGA ---- 

c. Persetujuan Kepala OPD 
c. l Surat Persetujuan 

PEmn.n A.~ PllC£SlJA.\' A.\GCUA.\ IDOA.\' lf.Ll\lA 

s.w.a.. PtNbwn ~ P«llbahln 
I .. Ptriihl,pl ... "'1turp llmumkl ,-.o.. ~~ Hitp }JIDlah 

' H1lp "" Jinlab IBtttn:I • Situan Satuaft ,,. 11,1 YGlillt Sm! s.tai (Ip) tip) 
fRpJ r-PI ,-.,) 

I \LIUl Prop!I - - 
il.D.D.1.D ~ - 
UUJ.UX .DWI I,;.» - - 
lebnpot~ r---,.. I 11 

1HN~ I l -~ hA ...--... ........ r-s. 

y.y.yyObjeUebn~ L..i . ' tr , rr '\ 
Y·Y·'lff'I Rllmn0¥t 8$n~ I ~n ll j Ir-::- I 
Y·Y·\Yrt,YY5ub Rln<iinObiet Bei.n" I \~ ~ ~. 11 

,y.y.yy.yy yy.,m t.wn ~b itro.n OtJ;t 8tQ!lji I ~ 
I ! - - 

Dlt :Dsl I I . 
bllllh- mill, 

...... 
~ 
Pljabat~~o.- 

b 2 Lampiran Surat Peresetujuan 
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c. dst 
00 0 o •IO o O o o o O o o O o o o o o o o o o o • o o • • o • •• • • o •• 0 oe • 0 o •• o • • o 00 o.o • 0 o o • • o• • •• • • • • • • o •• • o o o o o o o o o o O o • 0 •OO • o • 0 0 o ••~ 0 0 ••• • oO • ... 

.................................................................................................................... 
b. ···················································································································· 

......................................................................................................................... 

............................................................................................................................ 
a. .. .. Memmbang 

BUPATI BUTON UTARA, 

...................................................................................................................... 

TENT ANG 

KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA 
NOMOR . 

BUPATJ BUTON UTARA 

6. Format Keputusan Bupati 

PIISETWUA.~ l'EICtSIJA.' A.'CCAIA.\ IL\QA.\ IW.\JA 

W-."'*'- s.t.t.,.... I 
I ' 
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! ~ I 'I ULII,__ I 
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uuu.nlfllmn I I I 

I 
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r UUUll .11 S. llflllatl 
I I • I 1· -, 

y~lldilljl ~I - - ·-I - I - -1 -- - - 
hA yy Jtllis kbDji - I t - .I I 1-1 

yy r,oi,;t IMp I I\ -I I·' I I I I -c - 
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'Y'l't YY·ff Siib a.a Otieuea~· 11 ,,,,, -l I 1· I - I - 
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Mer!yD)i 
r..-9.JIO- 

c.2 Lampiran Surat Peresetujuan 
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MUHAMMAD RIDW AN ZAKARIAH 

PARAF KOORDINASI 
p r. 

Tembusan: 

BUPA Tl BITTON UTA.RA. 

Ditetapkan di Buranga 
Pada tanggal .. 

KETIGA Dst 

KEDUA 

Menetapkan 
KESA TU 

MEMUTUSKAN 

3. dst 
. . ···············., 

2. . . 
......................................................................................................................... 
................... , .. 

I. . ········ -· ··················· . Mengingat 
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